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PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PER,ATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR :15TAHUN 20os

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO'

: a. bahwa dengan telah clitetapkannya Undang - undang Nomor 34

Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18

TahunlggTtentangPajakDaerahdanRetribusiDaerah,maka
pemberian dan pemungutan Retribusi merupakan Kewenangan

Pemerintah KabuParen;

b.bahwauntukme|aksanakanmaksudsebagaimanatersebutpada

huruf a di atas, maka dipandang perru menetapkan RetribusiJzin

Mendirikan Bangunan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Mukomuko'

: 1. Undang-undang Nomor 0B I'ahun 19Bl tentang Hukum Acara

Piclana(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahunl98lNomor

76. Tambahan Lembaran Neqara Nomor 3209) ;

2.t.Jndang_UndangNonrcr.]4Tahun2000tentangPajakDaerah

Dan Retribusi Daerah (L-ermbaran r.,legara Republik Indonesia Tahun

2000Nomor246,"I.ambahanl.entbar;rnNec]araNomcrr4048);

-J. Undang;-Undang Nonror 03 -l alrun 2003 tentanq Pembentukan

KabupatenMukomuko,KabupatenSelumadanKabupatenKaurdi

Propinsit}engku|u(LembaranNegaraRepub|iklndonesiaTahun

2003 Nomor 23, 'l-anrbahan ['e'r'rlbar;ln Negara Nr:mor 4265);
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,1. tJndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentanq tembentukan

Feraturan perundang -- undangan (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2004 Nomor 53,,Tambahan Lembaran Neqara

Nomor 4389);

li. Undang * undang Nonror 32 Tahun 2004 Tentanq Pemerintahan

Daerah (lembaran Negara Republik Indonesial'ahun 2004 Nomor

l2t, l-ambahan Lembaran Negara Nomor aa37) ;

ir. [Jrrdang - undang Nomor 33 lahun 200.1 terrt;ltr1 Perirnbangan

Keuanqan Antara Petmr:rintah Pusat, darr l)at:ralr (l-embaran Negara

lil IahLrn 2004 f.lr:mr:r lf {i, fambah;rn l.enttrar;rn Nectara Nomor

.l43fi);

1. Peraturan Pemerintah lrlonror 27 ]-;rhun l9fl3 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor bg f,rhun 1981 tentnnq Hukum Acara

l)id;:na (i-embaran Negara Republik Indone:;ia -l.alrLli 1981 Nomor '
06, -l-ambahan Lembaran Negara Nonror 325f1);

tj. Peraturan Daerah Nonror 0! -I'ahun 2005 t€intanq Struktur*.

Orqanrsasi dan tata Kerjri Dinas Daerah K;:bupaten l"lukonruko.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUKOMUKO
Dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAH:

Menetapkan : PERATUMN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG
RETRItsUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

D;tlarn [)t,lrAl ut';trt l);tcr, rlr rni yarrc; clrnrak.,utl rk:nt1.rrl

a. Daerah adalah Daerah KabuDate-n Mukomuko"
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b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.

c. Dewan Penvakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Mukomuko.

d. Peraturan Daerah yang selanjutnya disinqkat ltercla adalah [],t-'raturan Daerah

Kabupaten Mukomuko.

e. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Kepala Daerah Kabuparten Mukr:nrukr:.

f . Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko.

q. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko.

h. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.

i. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Mukomuko.

j. Sekretaris Dewan Adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Mukomuko.

k. Retribusi Perizinan Teftentu adalah Retritrusi atas kegiatan tertentu Pemerintah

Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas

kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sunrber daya alanr, hrarang, prasarana,

sarana, atatr fasilitas tcrtentu cluna melindLrnqi kepentinqan umum cJan menjaga

kelestarian lingkungan.

l. Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada

Orang Pribadi atau Badan untuk mendirikan suatu bangunan sehingga yang

dimaksudkan agar dixin, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan

rencana [ata ruang yan berlaku, sesuai clengan Koeflsien Dasar Bangunan (KDB),

Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koeflsien Ketinggian Barrqunan (KKB) yang elitetapkan

dan sesuai cJengan syarat - syarat keselanratan bagi y.rucj ntenenrpati bangunan

tersebut.

m. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yanit selanjutnyii clisei:ut Retribusi adalah

pembayaran atas pemberian izin Mendirikan &angunan oleh l]emerinlah Daerah

kepada Oranc; Pribadr aLtu 8adan, fermasuk rnerut:.:h bangunarr.

n. Wajib Retribusi adalnh Oranq; firibadi ;rf;ru lJacl;in yanq nrenurLrl Prrrirttrrtrn P*rundang

-- undangan cliwajlbkan untuk melakuk;rrr ry:rnbay;rran rr,'tribu.;r.

o. Masa Retribust aclalah su;rtu jatngka waktu tcrterrtr-r ylnq tl)erup;rk;rrr t-ralas rvaktu bagi

Wajib Retribusi untuk memanfilatkan Izin Mendirikarn fSangunan.

p. Bangunan adalafr b.rngunan Gedung b€serta banquniiil - banqLlnail yanq secara

langsung merupakan kelengkapan dari banc;unari qed,;ni; ti:rsebut dalanr batas satu

pemilik.

i.
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q. Mendirikan Bangunan adalah Pekerjaan mengadakan i:angunan :;eluruhnya atau

sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanatr yang

berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.

r. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang

ada, termasuk pekerjaan, membongkar yang berhubungan rlenqan pekerjaan

mengganti bagian bangunan tersebut.

s. Garis Sempadan Bangunan adalah yang merupakan jarak garis batas bangunan

bagain muka terhadap tu Jalan yang tidak boleh dilampaur.

r. Garis Sempadan Pekarangan adalah yang merupakan jarak qaril batlr, pckarangan

bagian nrukcr terhadap As Jalan yang ticlak boleh clilampaLii.

u. Koefisien Dasar l3angunan adalah bilangan pokok atas perbanclingan antarr jLrmlah

luas lantai dasar bangunan dengan luas kavlinq/pekarangan,

v. Koefisien Lantai Banqunan adalah bilangarr Jrokok alar:; pertranrlinq.rrr .ir'lt;irir lumlah
luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan.

w, Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan clinkur dari perrnukaan tanah s*rnpai titik

teratas dari b.rngunan tersebut.

x. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daeratr, yanc; selanjutnyrr cl,rpat. ciisirrqkat SPdORD,

adalalr surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk rnelaporkan data objek

retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar pcnghitungan clan pembayaran retribusii.
yang terhutang menurut Peraturan Perundang - undangan Retritrusi Daerah.

Y. Surat Ketelapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dap.rt disin5lkat SKRD, adalah

surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang

7. Surat Ketetapan Retrrbusi Daerah Kurang Eayar Tambahan, yanq selanjutnya dapat

disingkat SKRDKBI" , adalah surat keputusan yanq nrent-.ntLikan lambahan atas

jumlah retribusi yanq telah ditetapkan;

aa. Surat Ketetapan tletribusi Daerah lebili flay;ir, yanq :;el;rnlLrtny; dapat clisingkat

SKRDLB, adalah s;urat keputusan y.rnr; menentukan juntlah kelctrihan pcmtrayaran

retribusi karena lumlah kredit retribusi lebih br:sar dari p.rcla rctribr-rs;i yang terutang

atrru tidak seh;rrusny;r tcrut;rrrci;

bb. Iiurat Kr:putu:;an Kebcr;t;tr, ,rd.tl;ilt :ur;rt ki.:1;r.rtu:.;iiri itt,t.; i,,:irr,r,rt(rn L,,rlr;rtj.rp 5jKRD

atas dokunretn l;.rin y;rncl dtpcrsamakan l;Kt{DKf'l-f dan liK[tDt tJ yarrl rliaiuk;rn olelh

Wa;ib Retritru:;i.

cc. Pemeriksaan adalah serangkaian untuk merncari, menguntpulkan, clan rrrengolah data

dan atau keteranqan lainnya dalanr rangka p{rnqawas;ln kepatuhan penrenuhan

kr-.wa;iban retribusr inrdasarkan Pr:raturan Pcrunrjancl -- undiinqan fi.,:tr-ibusi Daerah.
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dd. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah seranqkaian tindakan yang

dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik,

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUB}EK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungiut rr:rtribusi sebagai

pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian lzin Mendirikan Bangunan termasuk pemberian izin

Mendirikan Bangunan kepada Pemerintah Daerah dan pemerintah Pusat.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperolarh Izin Mandirikani.

Bangunan.

BAB III
GOLONGAN RfTRIBUSI

Pasal 5

ReLribusi Izin Mendirikan Bangunan cligolonqkan sebrarclai Retribrusi Pr:rizin;rn te*entu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN ]ASA

Pasal 6

(1) llngkat penggunaan jasa Izin Mendirikan [3angunan diukur dengan rurnus yang

didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tinqkat banqurran dan rencana

penclgunaan lrangunan.

(2) Faktor - faktor sebaqaimatrtr cjirn;iksucl pacl.r .ryat ( t) clrbr;:rrk;in fx,bot (koefisien,l.
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(3) Besarnya ko*fisien sr:tragairnana clint;iksuil p..tdit i'ry.rl (:i) tlitetap(;trt sebagai

berikut :

a. Koeflsien Luas Banqunan

5 i t3angunan dengan luas sld ?-.000 m'

6 i Bangunan dengan lubs s/d 3.000 rn'

7 i Bangunan dengan luas > 3.000 rrr'

b. Koefisien I ingkat f*angunetn

TINGKAT BANGUNAN
Bangunan I Lantai

Bangunan 2 Lantat

Bangunan 3 Lantai

Bangunan 4 Lantaa

Bangunan 5 Lantai

c. Koefisien Guna Banqunan

t-
!'| - KOEFISIEN 

_i
''-- 

r^oo -l
1,50 

I2,50 
I:],00 
Il.l

u,o:_ _J

KoEfsilsl!
1,00

1,50

?,00

2,50

3,00

'1r50

5,00

KOEFISIET{
0,50

1,00
,I.,00

1,00

1,50

:,00

J',50

;1,50

j',75

-1,00

i No_ I TTNGKAJ_8AN€uNAry

I 1 lltangunanSoslal
tl
i.-t^| ! | Fjangunan Perumanatl

lr

ir

It

.,

lil

Bangunan Fasilitas Umum

Bangunan Pendidikan

Bangunan Kelembaqaan/Kantor

Bangunan Perdagan-qan dan J;t.',;i

t3angun.rn Inclustri

Bangunan Khus;us

llangunarr Cantpuratt

Eanqunan [-airt lairi

(4)-lirrgkat 1xlrlggunaan Jasa dihitung r,i:bag.ti pri:rkaliatr koefisiett koefisien

sebagaimana dimaksucj pada ayat (3) iruruf et sampai denc;an lruruf c,
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BAB V

GARIS SEMPADAN

Pasal 7

Izin Mendirikan Bangunan diberikan apabila telah memenuhi ketentuan garis sempadan,

sebagai berikut :

a. Bangunan yang berada ditepijalan penghubung

- Garis Sempadan Bangunan 6 Meter

- Garis Sempadan Pagar 3 Meter

b. Bangunan yang berada ditepi Jalan Ekonomi

- Garis Senrpadan Bangunan 12 Meter

- Garis Sempadan Pagar 6 Meter

c. Bangunan yang berada ditepi -lalan Utama

- Garis Sempadan Bangunan 10 * 25 Meter

- Garis Sempadan Pagar 10 * i5 Meter

d. Bangunan yang berada ditepi Sungai i.
- Garis Sempadan (dari bibir sungai) Bangunan 25 Meter

- Garis Sempadan (dari bibir sungai) Pagar 10 - 15 Meter

e, Bangunan yang berada ditepi Drainase/Saluran

- Garis Sempadan (dari bibir saluran) Bangunan 5 -' 10 Meter

- Garis Sempadan (dari bibir saluran) Pagar 3 - lj Meter

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRISUSI

Pasal I

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tanf retribusr didasarkan pada tujuan

untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan penerbitan

izin.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) meliputi biaya pengecekan dan

pengukuran lokasi, biaya pemetaan rlan biaya transportasi dalam rangka

pengawasan dan pengendalian.
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BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal I l

(1) Tarif ditetapkan seragam untuk setiap bangunan.

(2) Besarnya Tarif retribusi ditetapkan sebesar 1Vo { satu persen ) dari nilai bangunan

yang dinilai dari Dinas Teknis terkait.

BAB VIII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Besarnya retribusi yang terutang dihitunq clengan cara merngalikan tarif retribusi

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dengan tingkat pengguna jasa

sebagaimana dimaksud dalam pasal (4).

BAB IX

WIT.AYAH PEIVIUNGUTAN
i,

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut cliwilayah Daerah tempat Izin Mendirikan Bangunan

diberikan.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TFRUTANG

Pasal 1?.

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang larnarry.r l' (linra) taltun atau clitetapkan lain

oleh Bupati.

Pasal 1"3

Saat 'ferutang 
tl.etribLrsr adal;ih pada saat diterbitkanya SiKt{l) alau dokurnen lairi yang

dioersamakan.
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8AB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Tarif ditetapkan serdgam untuk setiap bangunan.

(2) Besarnya Tarif retribusi ditetapkan sebesar 1olo ( satu persen ) dari nilai bangunan

yang dinilai dari Dinas Teknis terkait.

gAB VIII
CARA PENGHTTUNGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Besarnya retribusi yang terutang dihitung; clengan cara mengalikan tarif retribusi

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dengan tingkat pengguna jasa

sebagaimana dimaksud dalam pasal (4).

BAB IX

WILAYAH PFMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah temryrt lzin Mendirikan Bangunan

diberikan.

BAB X

MASA RETRTBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 1?

Masa Retribusi adalah langka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun atau ditetapkan lain

oleh tlupati.

Pasal 13

Saat -l t-,rutang [{t:tril-rtrsr aclalalr pachr:;aat ditr:rilitkarryrr Iil'l.ltf);rt,rrr tloktrnitrr liiin yang

drpersamakan.

i,
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BAB XI

SURAT PEFIDAFTARAH

Pasal 14

(1) Wajib RetribusiWajib mengisi SPdORD.

(2) SPdORD sebagimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi denqan jelas, benar dan

lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati..

BAB XII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi

terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data

yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusir"

yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan Bupati

BAB XIII
TATA CARA PEMUHGUTAN

Pasal 16

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan^

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumi:n lain yang

dipersamakan, clan SKRDKBT.
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BAB XIV 
]

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat - lambatnya 15 ( limas belas ) hari sejak

diterbitkanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, fempat pembayaran retribusi cliatur dengan

Keputusan Bupati.

BAB XV

TATA CAR.A PENAGIHAITI

Pasal L8

(1) Retribusi terutang tN:rdasarkan SKRD atau dokumen lain yang clipcrsamaran,

SKRDKBT, STRD, dan surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah

retribusi yang harus dibayar bertambah. Yang tidak a[au kurang dibayar oleh Wajib

Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUpLN).

(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang

- undangan yang berlaku. i.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak rnembayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,

dikenakan s:nksi administrasi berupa bunga sebesar 2 olo ( dua persen ) setiap trulan dari

retribusi yang terutanq atau kurang clibayar dan ditagih dengan mengqunakan STRD.

BAB XVII

KEBERATAFI

Pasal 2O

(1) lVajib Retribusi dapat nrenQ.rjukan keberatan hanya kcpad.r Kepahr Daerah atau

pejabat yatng ditunjuk atas SKIID atau dr:kurnt:n lain yanq dipersornrakan, SKRDKBT

dan SKRDLB.
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(2) Keberatan diajukan secara teftulis dalam bahasa Indonesia clengan disertai alasan *
alasan yang jelas.

:

(3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib

Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak

tanggal sKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBI-, dan SKRDLB

diterbitkan, kecuali apabila Wajib R.etribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa

jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tirJak memenuhi persyaratan scbagaimana dimaksucl pada ayat (2)

dan (3) pada pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak

dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak nrenunda kewajiban nrembayar retribusi dan

pelaksanaan penac,ihan retribusi.

Pasal 21

(1) Kepala Daerah clalam;angka waktu paling lama {i (en.rnt) hulan se;ak tirnggal Surat 
}"

Keberatan diterima harus memberi keputusan atr:s keberatan yanq ciiajukan.

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keputusan dapat rnenerinra seluruhnya atau

sgbagian, menolak atau menambalr besarnya retribusi yfrnlt terutanq.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (i) telah lcwat cian Kepala

Daerah tidak memberikan suatu kepulusan, ke beratan ylnct cJiajukan tersebut

diangqap dikabulkan.

BAB XVIII
PTNCEMB.ALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal ?2

(1) Atas keltlbitr.rn [](:ntb;tyarlrt ttlnl)ur;t, W,tjrtr Iilrtutrrr.,r il.rp,it rrrr:nc;;tjukan

permohonan pxrnclenr ba Iian kep.rda [3u pat r
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(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya

permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaiman;r dimaksud pada ayat (10,

harus memberikan keputusan).

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan

Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian

kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus cliterbitk:n dalam jangka

waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retnbusi lainnya, kelebihan pembayaran

retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhiturrgkan untuk

melunasi terlebih dahulu utang retribusi lersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaiman;r dimaksucl parla ayat (1)

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) h:r:lan sejak diferbitkanya

SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusr dilakukarr ietelah lewat

jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberi imbalan bunga sebesar ?. o/a

(chr;i persen) serbul.rn atas keterlambaftrn perntrayar;in kelerbihiin r.efribu:;i.

Pasal ?3

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dralukern secatr;.r tertulis i"

kepada Kepala Daerah dengan sekuranq - kurangnya menyebutkan :

a. Nama dan alamat Wajib Retribusi ;

b. Masa Retribusi ;

c. Besarnya kelebihan pembayaran ;

d. Alasan yang singkat dan jelas ;

(?) Permohonan prengembalian kelehriharr Jx,rrrlxryur,rrr rciriLru:,i tlisarnlrlik;in secara

langsunq atau merlalui pos tercatat.

(3) Uukti i:enerim.lrrr oletr Peji:trat Da*r;rfr .rllrrr tlukli pr.:nqirirrurri p{): lr:rcatat

merupakan bukti :;aat pc'rrnohonan ditt:r itn.r r.rk:lt Kep:rla Dat'r.rh.

Pasal 24

( 1 ) Penclcrnbalian kelt:bilran rctribu:,i clil;tkuk;iri dr,:nr1; rrt i n('ni'f ilitklr i ',rlr.|t l)*rintah

Pt'nrbayaran Ki:lebih;rn f{etrilrusi.

(2) Ap;rbrla kelebiharr llrmbay;tran rt:trrt;rr.;i rltlxtrhitttrtc;k;rrr i['il(:],rn trtdrtt.,; ri:tribusi

l;rinnya, seb.rgainrarrar <linraksurl clal;rrn p,ts.rl .ll ayat (t) 1x'mbayaran dilakukan

t ,firJ<il'r car;r penrirrdahbukuan clan bukti 1x'ntirtilitlt ftuku;"rrr iuqtt bt'rrlaku sebagai

bukti fiernbayaran.
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BAB XIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RFTRIBUSI

Pasal 25

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk

mengangsur.

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan

kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh

Bupati

BAB XX

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui l3ngkar.
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali wajib

retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksucl pacla ayat (1) tertangguh

apabila :

a. Diterbitkan surat teguran, atau , , '

b. Ada pengakuan utanc, retribusi dari wajib retritrusi b;:ik l;inttsLtnq maupun tidak

lanqsunq.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

(1) Wajib retritrusi yilfrq tidak rnelaksanakan kewajibarrya r;r:hinqcla merugikan

Keuangan Daerah diancarn pidana kurungan paling lanr;r t, (r'nitrlr) hulan atau

denda paling hranyak 4 kali.yumlah retribusi terutanq.

(2) 'findak Pidana dintaksutJ p.rda ayat (1) urJalah tincJak l)idarr,r ;rr:l;rrrgclar;rrr
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$AB XXII

PENYIDIKAN

Pasal 2B

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di linqkungan Pemerintah Daerah cliberi

wewenanc; khusus sebagai penyidik untuk rnelakukan pnyidikan tindak pidana

dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dinraksircl clalanr llnrlancl-- unclanr:t Nomor

08 tahun 19Bl fentanq Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenanq penyidik sebagainrana dirnaksucl pad;r ayar (l) ,rcJai;rlr :

il. Irlenerlma/ rntlncari, nrenglrmpulkan d;:n rncnclili kctf ranqan ;tti-lu laporan

berkenaan denqan tindak pidana di bridang Retribusi Daerafr acjar keteranclarr

atau laporan tersebut menjacli lenqkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keteranqan mengenai oritn('l pribadi atau

badan tentang kebenaran perbuatan yanq dilakukan selrui:ungan clcngan tinclak

pidana Retribusi Daerah tersebut;

c. ltleminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribaclr atau biicl.rri sehubungan

dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daeralr;

d. Memeriksa buku -- buku, catatan - catatan clan clokurnelr clokumen lain ;.

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

{}. Melakukan penggeledahan unluk nrcndapatkan bahan lrtrkti pembukuan,

pencatatan dan rJokumen -' dokr:mcn l;iin, serta melakukarr penyrta,rn terhadap

bahan bukti tersebut;

f. Meminta trantuan fenaqet ahli dalarn ranc;k;r pclakr*rn,.r;rrt tue;;]:, ptlnyidikan

tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseoranq nreninqgalka{r fuanqi}n atall tempat

pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan

atau dokum€:n yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ,

h. Mentotret seseorang yanq berkaitan dengan tindak pidana Perpa"lakan Daerah;

i. Memanggil or;tnq untuk clidenqar keteranqannya clan dipc.riks.r sebagai

tersangka atau s;rksi;

j. Menghentikan penyidikan;
li. Melakukan tindakan lain yang perlu urrtrrk kelancararr penyidikal tind.lk pidcfna

di l3id.-tnQ l')erp;rjakan lherah n)(:nuruf tirtl:trrri yancl cJapat di

lrerlangqunrijaw;rbk;rrr.
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/1\

(2)

(3)

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ryat ( I ) rnemberitahukan climulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang "- undanll l',lomor tJ tahun ig81

tentang Hukunr Acara Pidana.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraluran yang rnengatur

mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi

Hal-hal yang belum cliatur dalam Peraturan Daerah ini eepanJ;rncl rnengenai

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanqqal dir-rndanqkan dcngan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan clalam pengaturannya, akan diadakan

perubahan sebagaimana mestinya

Agar setiap orancl dapat mengetahuinya, rnenrerintahkan penqundangan 
*"

Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lenlbaran Daerah Kabupaten

Mukomuko.

Mukomuks
Desember 2OO5

t4-.r-,t'4

Ditetapkan cti
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(1)

/-)\

(3)

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membcritahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umurn sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalarr Unclanel -. undanq Nomor t! tahun lggl
tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasat 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, nraka scmu.r Peraturarr yang mengatur

mengenai hal yang sama glinyatakan tidak berlaku lagi

l-lal-hal yanq belurn diatur dalanr Pcraluran Daerali inr !,Llp.lnl(1ft!J rrrt]nqenai

pelaksanaannya akan diatur lebih lan;ut denqan peraturan Br_rpati.

Peraturan Daerah ini nrulai berlaku pacl;l tanggal diundangkan derngan ketentuan

apabila dikentudian hari terdapat kekcliru;ln rl;rlanr ;:renc;aturanrry;r, ;ik;rrr iliadakan

perubahan sebagaimana mestiny;r

Aqar settap oran!] dapat ntenqetahuiny.r, rnt]nrerintahk;n 1,1,:ingunrJangan

Peraturan Daerah ini rlenqan mencmpatkilnny;l cl;rlairr Lenrtlar;n [)ar,rah Kiihupaten 
i'

Mukomuko.

Ditetapkan cli Mukomuko
Pada tanggal 27 Desember 20Os

BUPATI MUKOMUKO,

-l-trl

ICHWAN YUilUS

Diundangkan cli Mukonluku

Pada tanggal 02 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAI{ KABUPATEN MUKOMUKU

Drs. SYAUKANI DAHARI
Pembinan Utama Muda NlP. 01008218d

LEMBARAN DAFRAH KABUPATEN MUKOMUKO rAltuN 2005 NoMoR : 1s sERl" ,,
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